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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, Sistem Inti
Administrasi Perpajakan (SIAP), dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
di KPP Pratama Badung Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Slippery Slope
Framework (SSF) dan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai teori utama.
Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan teknik sampling aksidental dalam mencari
sampel dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui
kuesioner dengan skala likert 1-5 yang disebarkan kepada 100 responden wajib
pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Analisis data dilakukan
menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, literasi pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga
variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan
ini didukung oleh teori Slippery Slope Framework pada aspek kepercayaan (trust)
yang dapat mempengaruhi kepatuhan melalui literasi pajak dan kekuasaan (power)
yang dapat mempengaruhi kepatuhan dengan sanksi pajak, serta Technology
Acceptance Model yang menjelaskan pentingnya persepsi kegunaan dan
kemudahan dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Penelitian ini menyarankan
perlunya peningkatan literasi pajak dan penegakan sanksi yang adil serta evaluasi
terhadap implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yaitu
coretax agar lebih efektif mendukung kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Literasi pajak, Sanksi pajak, Sistem inti administrasi pajak,
Kepatuhan wajib pajak
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan pajak masih menjadi kendala serius di banyak negara
dan salah satunya adalah negara Indonesia. Hal ini didukung dengan
penurunan nilai tax ratio Indonesia sejak 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 tax
ratio Indonesia berjumlah 10,38%, lalu pada tahun 2023 fax ratio Indonesia
berjumlah 10,21% dan pada tahun 2024 rasio pajak Indonesia sebesar 10,07%.
Masalah kepatuhan pajak ini memperoleh perhatian besar dari pemerintah, hal
ini akan berpengaruh pada penerimaan sektor pajak (Hadipryanto et al., 2023).
Layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik penting
lainnya, semuanya dimungkinkan oleh pajak (Abdu & Adem, 2023). Adapun
peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Badung Selatan dengan dasar
terdapat penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Data
mengenai persentase kepatuhan WPOP yang didapatkan dari KPP Pratama
Badung Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2020-
2024

Tahun Jumlah WP Jumlah WP Jumlah WP Kepatuhan Jumlah WP OP
OP Aktif OP Nonefektif OP Terdaftar WP (%) Penunggak Pajak

2020 22.164 51.019 73.183 82,17 3.812
2021 23.179 53.142 76.321 100,75 4.043
2022 24.680 57.075 81.755 100,61 4.260
2023 28.580 60.354 88.934 99,36 4.586
2024 36.782 59.493 96.275 98,72 4.736

(Sumber: Data KPP Pratama Badung Selatan, 2025)



Literasi pajak mengarah pada kesadaran diri dan pengetahuan tentang
pajak. Ketika Tantriangela & Setyowati (2023) berbicara tentang literasi pajak,
yang mereka maksud adalah kemampuan untuk memahami dan melaporkan
pajak dengan benar. Kurangnya pemahaman peraturan perpajakan dapat
berakibat penurunan penerimaan pajak negara dengan mengetahui bahwa
Indonesia memakai sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya.
Dengan mengetahui hal ini, diharapkan wajib pajak akan lebih konsisten dalam
memahami dan menaati peraturan pajak (Risa et al., 2023). Selain itu,
pemerintah juga melakukan pembaruan sistem dalam upaya memudahkan
pelaporan pajak dengan dibuatnya Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak telah memperbarui sistem pajak Indonesia, yang
sekarang beralih dari berbasis manual menjadi berbasis online dengan tujuan
untuk memberi wajib pajak layanan pelaporan yang lebih baik saat mereka
membayar pajak (Pratiwi & Sofya, 2023). Digitalisasi layanan pajak juga
memiliki beberapa keuntungan yang salah satunya adalah mengurangi adanya
kecurangan seperti manipulasi data (Henriette & Erasashanti, 2023). Namun,
Perubahan prosedur sistem perpajakan tanpa adanya penyesuaian regulasi dan
kurangnya kesiapan pemahaman teknologi wajib pajak akan memberikan efek
penurunan tingkat kepatuhan yang akan berujung pada penurunan penerimaan
negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi
pemerintah untuk mencari solusi akan hal tersebut. Digitalisasi yang dimaksud
merupakan pembaruan terbaru dari sistem inti administrasi perpajakan yaitu

coretax.



Sistem perpajakan memiliki peraturan yang ketat terkait hukuman atas
pelanggaran pajak untuk menjamin bahwa pembayaran pajak setiap wajib
pajak sesuai dan mengikuti peraturan yang sah (Anto et al., 2021). Efektivitas
sanksi pajak masih dipertanyakan apakah mendorong kepatuhan sukarela atau
hanya kepatuhan karena terpaksa. Beberapa wajib pajak lebih memilih
membayar denda daripada melaporkan tepat waktu, karena menganggap
risikonya lebih kecil dibandingkan kerumitan pelaporan. Fenomena tersebut
menimbulkan kepatuhan yang bersifat semu, bukan kepatuhan sukarela.
Adanya sanksi pajak dapat memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar
pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Indah & Setiawan, 2020).

Penelitian literasi perpajakan oleh Risa et al. (2023), kepatuhan wajib pajak
berpengaruh positif oleh literasi perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian
oleh Yuliati & Fauzi (2020) yang memperlihatkan bahwasannya kepatuhan
wajib pajak tidak terdampak literasi perpajakan. Riset digitalisasi perpajakan
yang dilakukan Tambun & Ananda (2022), kepatuhan wajib pajak berpengaruh
secara positif oleh digitalisasi. Sebuah penelitian oleh Ristiyana et al. (2024)
menemukan kesalahan umum dalam sistem digitalisasi perpajakan yang
menurunkan persentase kepatuhan wajib pajak. Merujuk pada penelitian
tentang sanksi perpajakan yang dilaksanakan oleh Indralaksmana et al. (2022),
kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh denda pajak. Meskipun demikian,
studi oleh Vinti et al. (2022) memperlihatkan bahwasannya denda pajak yang
dikombinasikan dengan komunikasi wajib pajak yang efektif dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka yang menjadi rumusan
masalah adalah:
1. Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh sistem inti administrasi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh antara literasi pajak, sistem inti administrasi

perpajakan, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah
Ruang lingkup program studi terbatas pada analisis dampak literasi
perpajakan, sistem dasar administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan pada

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak.

b. Mengetahui pengaruh sistem inti administrasi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak.



d. Mengetahui pengaruh literasi pajak, sistem inti administrasi
perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat Penelitian
Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membagikan beberapa
manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat Teoretis
1) Penelitian ini bisa dipakai referensi dan informasi dalam
mendapatkan gambaran dan penelitian sejenis.
2) Hasil penelitian mampu memperkaya pengembangan ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi KPP Pratama Badung Selatan
Temuan penelitian ini diharapkan bisa membantu KPP Pratama
Badung Selatan dalam menilai pelayanan perpajakan yang
diserahkan kepada wajib pajak.
2) Bagi Politeknik Negeri Bali
Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi Politeknik
Negeri Bali dalam kebijakan penyusunan skripsi selanjutnya.
3) Bagi Mahasiswa
Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini bisa memajukan
pemahaman yang lebih intensif tentang hubungan antara literasi
perpajakan, sistem inti administrasi perpajakan, dan sanksi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak.



A. Simpulan

BAB YV

PENUTUP

Penelitian ini membahas tiga faktor berbeda yang mungkin mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak, sanksi pajak dan sistem inti

administrasi perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1.

Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t)
dimana nilai thitung > tiabel, yaitu 2,974 > 1,661. Selain itu, koefisien
literasi pajak bernilai positif yang artinya setiap kenaikan satu
satuan wawasan wajib pajak akan hal perpajakan, akan disertai
dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,227.
Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t)
dimana nilai thitung > teabel, yaitu 4,895 > 1,661. Selain itu, koefisien
sanksi pajak bernilai positif yang artinya setiap kenaikan
efektivitas dari satu satuan sanksi pajak, akan disertai dengan
meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,509

Sistem Inti Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji
signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai thitung < tabel, yaitu 0,360 <
1,661. Selain itu, koefisien Sistem Inti Administrasi Perpajakan

(SIAP) bernilai positif yang artinya setiap adanya peningkatan satu
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satuan sistem administrasi perpajakan, akan disertai dengan
meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,027.

4. Literasi pajak, sanksi pajak dan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, hal ini dapat dilihat dari uji F dimana nilai Fniwng > Frabel
dengan nilai 14,896 > 2,696. Selain itu, ketiga variabel tersebut
hanya bisa menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak
sebesar 31,8% dan 68,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel
independen lainnya seperti tarif pajak dan kesadaran wajib pajak.

B. Implikasi
1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori
Slippery Slope Framework (SSF) dan Technology Acceptance Model (TAM).
Temuan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak mendukung kerangka SSF, di mana kepatuhan dapat
dibentuk melalui pendekatan persuasif (kepercayaan melalui literasi) maupun
koersif (ancaman sanksi). Ini memperkuat posisi SSF dalam konteks
perpajakan Indonesia, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, variabel Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang
tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa dalam konteks TAM,
persepsi kemudahan dan kegunaan dari corefax belum secara nyata

mendorong kepatuhan. Hasil ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan
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guna memperdalam pemahaman tentang faktor psikologis dan teknis yang
memengaruhi penerimaan sistem digital perpajakan.
2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) agar lebih menekankan program edukasi perpajakan
kepada wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan yang mudah dipahami,
relevan, dan berkelanjutan seperti mengadakan acara seminar ataupun relawan
pajak. Peningkatan literasi pajak terbukti menjadi salah satu kunci
keberhasilan dalam membentuk perilaku patuh.

Di sisi lain, hasil signifikan dari sanksi pajak mengindikasikan bahwa
penegakan hukum yang konsisten dan tegas tetap diperlukan untuk
mendorong kepatuhan. DJP juga perlu mengevaluasi lebih lanjut penerapan
SIAP, khususnya dari aspek pengalaman pengguna, agar sistem lebih mudah

digunakan dan dipahami oleh wajib pajak.

. Saran

Dari hasil penbelitian yang dilaksanakan, peneliti menyampaikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DJP disarankan untuk meningkatkan intensitas program
edukasi perpajakan, baik melalui seminar, pelatihan, maupun
media digital serta pelaksanaan sanksi pajak dengan lebih tegas
dan konsisten. DJP juga disarankan untuk melakukan evaluasi
terhadap implementasi dan pemanfaatan dari pembaruan pada

sistem inti administrasi perpajakan yaitu coretax agar dapat
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memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

. Bagi KPP Pratama Badung Selatan disarankan agar senantiasa
memberikan pelayanan yang terbaik serta.memberikan edukasi
mengenai pajak melalui media social maupun saat melayani wajib
pajak.

. Bagi mahasiswa atau peneliti lainnya, dianjurkan untuk
menggunakan variabel independen lain seperti kesadaran wajib
pajak dan tarif pajak, serta memperluas cakupan wilayah penelitian

agar hasil yang diperoleh lebih representatif.
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